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ABSTRACT

«Voksgeist” is an essential element of law. In legislation, value and interegy
alue or Vodsizl‘.h of them arc very important. Regarding the elaboration of value
an at least four sociological theories, that is, Pluralist T!leorics as opposeq
| Theories as opposed to Conflict Theories. This article CXamines

It is angued that the v
arc two social contexts

and interest group, we can mention
l onscnsua

‘0 I ( 'C Jl] . |

group

. PENDAHULUAN

Pembentukan undang-undang merupakan salah satu l?agian dar"i pembangunan hukum,
khususnya pembangunan materi hukum. Oleh karena 1.tu, plefnbmaraan tentang proses
pembentukan undang-undang selalu dilatarbelakangi politik pembangunan hukum
nasional, sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor.II/MPR/ 1993 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN 1993 ditetapkan ba'hwa salah
satu konsep pembangunan hukum nasional adalah pembangunan hukum tertulis. Hukum
tertulis merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan secara konseptual pembangunan
hukum tertulis dalam sistem hukum nasional mengacu kepada realitas sosial. Berbicara
tentang realitas sosial, berarti kita masuk dalam konteks sosial peraturan perundang-

undangan, khususnya undang-undang.’

Asisten Peneliti Muda Bidang Hukum di DPR-RI, Alumnus FH UGM Yogyakarta; sekarang peserta
Program Magister [lmu Hukum Universitas Tarumanagara.

Mengenai sistem hukum nasional ini, Sunaryati Hartono (dalam Politik Hukum Nasional, Bandung:
Alumni, 1991, him. 64) menggambarkan sistematikanya dalam bentuk lingkaran, Karena sistem
hukum nasional wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka Pancasila diletakkan pada
titik tengah lingkaran. Lingkaran berikutnya adalah UUD 1945 yang menjadi landasan setiap bidang
hukum nasional, disusul dengan lingkaran ketiga yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum tertulis.
L’“.gkafa“ keempat adalah yurisprudensi dan lingkaran kelima, yang paling luar adalah hukum
kebiasaan. Dengan demikian, ada tiga bentuk hukum yang perlu dikembangkan dalam pembangunan

sis i i i i i i isan ini
lcm'hukum nasional, yaitu hukum tertulis, yurisprudensi dan hukum kebiasaan. Tulisan ini tentunya
membicarakan tentang hukum tertulis,
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Scbng:ai ncgnrita yang menganut hukum tertulis, undang-undang me .,
yang dominan, sehingpa pertumbyhan Jumlah produk legisiatif inf; m'pklfny‘u peranan
meningkat. Data tentang produk undang-undang pada masa Pemban rpu'n s g
pertama (PJP-T), menunjukan bahwa lemba eunan
(DPR-RI) dan Pemerintah menghasilkan |
selama PJP I berhasil disahkan 239 bygp,

an angka Panjang
gz? legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat
ebih dari 9 undang-undang per tah

un, karena
undang-undang.2

Sebagian besar pakar hukum menila; bahwa jumiah tersebyt akan cendern
meningkat karena beberapa alasan. Pertama, rencana penggantian terhadap kuran let?ii
400 buah peraturan perundang-undangan warisan kolonial. Kedua, tuntutan penyegsuaian
peraturan perundang-undangan nasional terhadap perkembangan tatanan internasional
seperti penyesuaian undang-undang nasional di bidang hak milik intelektual dengan |
ketentuan-ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau Ketentuan
World Trade Organization (WTO), dan ketiga: pengaruh kebutuhan pembangunan nasional

pJP Il yang menghendaki berbagai perubahan kehidupan sosial ekonomi untuk
mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih sejahtera,

Di samping alasan substantif tersebut di atas, secara teknis undang-undang
mempunyai kelebihan atau nilai positif, yaitu mudah dikenali, mudah ditemukan kembali,
dan mudah ditelusuri. Dengan demikian, undang-undang memberikan kepastian hukum

yang lebih nyata, struktur dan sistematikanya lebih jelas, pembentukan dan
pengembangannya pun dapat direncanakan,

Sampai saat ini, ada tiga peraturan sebagai pedoman tata cara pembentukan undang-
undang, yaitu diatur dalam UUD 1945, Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 dan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tatib DPR-RI)

sebagai lampiran dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 10/DPR-
RI/NII/82-83, tanggal 26 Pebruari 1983,

Dalam praktik, masalah-masalah sosiologis akan muncul dalam berbagai tahapan
proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu-tulisan ini dimaksudkan untuk
menganalisis berperannya aspek sosiologis dalam proses pembentukan undang-undang
berdasarkan teori kepentingan dan nilai dalam masyarakat. Analisis ini penting, karena
pada dasarnya suatu undang-undang merupakan rumusan akhir dart nilai-nitai yang hidup
dalam masyarakat serta kepentingan kelompok masyarakat yang terwakili di DPR.

Data dari buku Rancangan Pembangunan Lima Tahin 1994/95 - 1998799, Republik Indonesia.
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0$10L.0G RHADAP PROSES PEMBENTUKA N

. MAKNA S o
' ;‘lih‘l)EK:\TAN SOSIOLOGIS 'R

UNI);\NG-UNDA NG

Makna Sosiologis Undang-undang

. . dalam De rol van de Wetgever, 1970, scperti dikutip A. Hamiq g
T. l\m)pmﬂl?:‘qk;n bahwa dalam situasi awal Abad Ke-19 undang-undang adalap
at: hukum, dari nilai atau norma yang hidup dan diterima secar,
udian T, Koopmans juga berpendapat, bahwa dewasa ip;
bentuk yuridis kepada campur tangan sosial yang

A

Attamimi® meng
cndapan, dalam bentuk aturan
alam masyarakat. Kem

g terutama metmberl
tas parlemen.

umom d

undang-undan :
hendak diwujudkan oleh mayorr

Ada dua hal yang dapat diangkat dari rumusan T. Koopmans di atas, yaitu: (1) undang-
undang merupakan endapan dari nilai atau norma yang hidup dalam masyarakat dap
diterima secara umum; (2) undang-undang adalah bentuk campur tangan sosial yang
hendak diwujudkan oleh parlemen (pembuat undang-undang). Berdasarkan pemikiran inj
makna sosiologis dari undang-undang dapat ditemukan dalam dua aspek yang dapat
dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan, yaitu pada aspek materi atau substansi dan aspek
proses pembentukannya. Secara substantif, undang-undang merupakan kristalisasi nilaj-
nilai yang hidup dalam masyarakat yang sifatnya selalu dinamis. Dari segi proses
pembentukannya, undang-undang merupakan bentuk campur tangan sosial parlemen atau
lembaga pembentuk undang-undang yang berperan sebagai lembaga yang
memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Konsekuensi dari kvatnya pengaruh realitas sosial, T. Koopmans selanjutnya
menyatakan bahwa dengan sifatnya yang dinamis, peran pembentuk undang-undang juga
bergeser, yaiti peran utamanya bukan lagi melakukan kodifikasi, melainkan modifikas; ¢
Perubahan fungsi pembentuk undang-undang sebenarnya sejalan dengan perubahan fungsi |
hukum jtu sendiri. Mochtar Kusuma-Atmadja, misalnya, merumuskan pemiki.ran tentang
berubahnya fungsi hukum dari fungsi statis dan konservatif sebagai alat untuk memelihara
ketert?ban dalam masyarakat atau memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai
menuju suatu fungsi progresif, yaitu sebagai alat untuk melakukan pembaruan masyaraiat

) .
A. Hamid §. Atamimi. « '
Makalah, dibaw’:}:::sd;‘:ﬁelsneba?gan :{lukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia,”
. min : ’
diterbitkan olch Badan Pe ar Hukum Nasional Keenam Tahun 1994, yang kemudian

hi '
119, mbinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (1995), Buku I, him.
1bid., him, 127, |
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s ool of social engineering) yung d; .
(jaw @ a tool of 8) yung dicetugkan oleh Roscoe Pound.®

pembangunan materi hukum melatui pembentukan undang-undang
(chagai afat campur tangan sosial dan pembaruan sosial tidak sajn mzlkin berkembang
' sat di negard kommcr'ltal yang menekankan hukum tertulis, tetapi juga di negara-negara
Anglo Sakson. Francis Allen (1965), scbagaimana dikutip oleh Roman Tomasic,
mcngﬂlakan: “Judge-made-law was insufficient to satisfy the requirements of the modern

qee.t Francis Allen selanjutnya berpendapat, bahwa walaupun hakim berhasil mengatasi
‘rsoalan-pcrs(mlan yang dihadapi masing-m

dengan karakter

' asing individu yang berperkara, putusan-
putusan tersebut tidak mampu memformulasikan kebijakan-kebijakan sosial yang

perpengaruh terhadap kelompok atau kelas-kelas masyarakat yang lebih luas.

Soerjono Soekanto’ memberikan makna sosiologis suatu perundang-undangan (proses
pembentukaﬂ Ul1dﬂ“g.“““dfmg)» dengan menyatakan bahwa perundang-undangan
mempun)’ai dua fungsi utama, yakni fungsi legislasi dan legalisasi, Legalisasi berarti
mengesahkan gejala-gejala yang sudah ada dalam masyarakat, sehingga perundang-
undangan merupakan sarana untuk mengadakan pengendalian sosial (social control) dan
memperlancat interaksi sosial (social interaction). Legisiasi merupakan proses untuk

mengadakan pembaruan, sehingga perundang-undangan merupakan sarana untuk
menciptakan yang baru (social engineering).

Secara empiris, legalisasi lebih banyak terjadi pada bidang-bidang kehidupan spiritual
yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum waris. Sebaliknya, legislasi terjadi
pada bidang-bidang netral, misalnya bidang-bidang tata negara, administrasi negara,
pidana, dan harta kekayaan. -

Pentingnya makna sosiologis dalam hukum (undang-undang) antara lain tercermin
dalam pemikiran aliran filsafat huk_um Sociological Jurisprudence. Engen Erlich, tokoh
aliran tersebut berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dirumuskan sesuai
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Living law sebagai “inner order”
dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.?

5 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,
Bandung; FH-Unpad-Bina Cipta, tanpa tahun, him. 11-12. Hukum sebagai alat perubahan sosial (faw
as a tool of social engineering) merupakan pemikiran dari R, Pound yang dikembangkan di Amerika
Serikat terutama setelah kebijakan New Deal mulai tahun 1930-an. '

Roman Tomasic, “The Sosiology of Legislation” dalam: Legislation and Society in Australia, Sydney:
The Law Foundation of New South Wales and George Allen & Unwin, 1980, him. 30.

Soerjono Soekanto, et.al., Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm.
7.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, FH-
Unpad-Binacipta, 1976, hlm.5.
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yang kual diberikan oleh pcmik'imn aliran ni ‘lcrhadup IPGT'Ubﬂn Qunan
materi hukum tertulis. Aliran Sociological :"”{""'n’”"‘“i”lc:{" “'df'k apriori terhag,
pc‘mbcnmkam andang-undang seperti yang “fr.l'“dl Pﬂd'd ltran d}[(dL,l Maz]lqab Historig,
Pemikiran alivan Sociological Jurisperude'nce 1 sem.akm memper 'uat pentingnya bohg,
dang-undang dan Jugd sekaligus memberikan peluang Untyj

Suatu dukungan

sosiologis svatu un
perkembangan hukum tertulis.

B. Signifikansi Pendekatan Sosiologis dalam Pembentukan Undang-undang

Kata pendekatan sosiologis yang dimaksudkan di sini adalah studi mengenai pengaryp,
atau penerapan konsep-konsep sosiologi terhadap proses pembentukan undang-undang,
Dalam bahasa Inggris, studi ini disebut dengan sociology of legislation.

Satjipto Rahardjo merumuskan pengertian tentang penelaahan secara sosig)
(sosiologis) terhadap hukum sebagal suatu cara un;uk memahami, menyelidiki dap
mempelajari hukum dalam konteksnya yang luas, yaitu yang melampaui batas-batas hukum
positif.? Dengan demikian, snatu kajian terhadap hukum secara sosiologis adalah suany
analisis nonyuridis atau substantif karena melampaui batas-batas hukum positif. Kajian
sosiologis terhadap proses pembentukan undang-undang memberikan pemahaman yang
luas terhadap suatu undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Pendekatan
sosiologis inilah yang dapat menjelaskan bagaimana suatu rancangan undang-undang
dibahas dan mengalami proses perubahan sampai pada tingkat pengesahan atau rumusan
akhir. Aspek sosiologis ini pulalah yang mempunyai kaitan yang erat dengan efektivitas
pelaksanaan dari suatu undang-undang.

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam pembentukan undang-undang, terutama
sangat berarti bagi negara-negara berkembang, khususnya yang pernah mengalami
penjajahan, termasuk Indonesia. Posisi dilematis dalam pembangunan hukum nasional,
yaitu pilihan mengimpor saja hukum modern dari negara maju atau harus meramuskan
sendiri hukum yang akan diterapkan di Indonesia, hanya dapat dijelaskan secara sosiologis.
Pilihan “jalan pintas” dengan mengimpor hukum dapat berakibat tidak efektifnya undang-
undang tersebut, karena basis sosial yang mendukung undang-undang tersebut berbeda
dengan di negeri asalnya. Struktur sosial, seperti cara pengorganisasian suatu kehidupan
sosjal, hubungan antara lembaga-lembaga di masyarakat serta sistem pelapisan sosialnya

merupakan basis sosial yang turut mempengaruhi efektivitas suatu hukum dalam
pelaksanaannya, ' : _

Y .. .
Satjipto Rahardjo, ed., Hukum dalam Perspektif Sosial, Bandung: Alumani, 1981, hlm. 5.

i e .
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni,1980, hlm. 15.
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H Kln"l‘EN'l‘U:\N NORMAIEF PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANCG
L Ei -

walaupun tolisan ini dimaksudkan untuk melakukan

oluan analisis tersebut perin secara singkat didahuyl

kcE;an ulasan terhadap peraturan perudang-undan

d:(“es pembentuan undang-undang di Indonesia,

ormatif Yang mengatur mengenai pembentukan
n . . , .
adalah sebagai berikut:

analisis secarn sosiologis, untuk
ui

gan yang mengatur tentang
Adapun ketentuan-ketentuan
undang-undang di Indonesia

A Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai landasan konstitusional pemban
qengatur dua hal tentang pembangunan hukum
formualitas pembentukan undang-undan g,

pndang.

Ketentuan dalam UUD 1945 yang secara khusus me
pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 (1) dan Pasal 20
UUD 1945 menetapkan : “Presiden memegang kekuasaan m
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, Kemudian dalam pasal 20 Ayat (1)
ditetapkan : “Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat”. A. Hamid 3. Attamimi" berpendapat bahwa kekuasaan membentuk undang-

undang ada pada Presiden. Tetapi tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa persetujuan DPR,
Inisiatif untuk membentuk undang-

guan hukum di Indonesia, UUD 1945
nasional, yaitu pertama menyangkut aspek
dan kedua adalah aspek materi muatan undang-

ngatur tentang proses
Ayat (1). Pasal 5 Ayat (1)
embentuk Undang-undang

undang ada pada Presiden merupakan kewajiban karena
kewajiban Presiden adalah menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, membentuk

undang-undang merupakari salah satu bagian dari penjalankan pemerintahan negara.
Sebaliknya inisiatif bagi DPR merupakan hak yang tentu saja boleh dilakukan dan boleh

juga tidak. Dengan demikian, penggunaannya tergantung kepada DPR sendiri; apakah hak
tersebut man digunakan atau tidak,

Kesimpulan yang menjadi point utama dari ketentuan Pasal 3(1) UUD 1945 dan Pasal
20 (1) bahwa persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan undang-

undang adalah suatu undang-undang harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu
Presiden (Pemerintah) bersama dengan DPR-RI

Di samping masalah.teknis pembuatan undang-undang, UUD 1945 juga mengatur
lentang materi tertentu yang harus diatur dengan undang-undang, yaitu: keanggotaan

A. Hamid 8, Attamimi, “Program Perundang-Undangan Nasional,” Makalah, dibawakan dalam

Lokakarya Pengorganisasian Program Legislasi Nasional, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI,
28 September 1993, him, 3.
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awaratan (Pasal 2 Ayat (1)}; syarat-syarit dan akibat keadaan bah,

Majelis Permusy ay

(Pasal 12); susunait Dewan Pertimbangan AgUng [Pjusul l(')'ffkynlt2 ( lk) }'; bc;'uﬂ( dn(n Susung,
pemerintahan dnerah (Pasal 18); susunan Dewan lch“k':“”. “"3]’('“[ }E ‘.l,hldl 19 Ayqt 1)
Anggaran Pendapatan dan Belanjn Negara { Pasal 23 Ayat (D}; paja y L-lhdp?3 Ayat )},
macam dan harga mata uang {Pasal 23 Ayat (3)}; bal l::curmgan r;c!,;ul-(di asal 23 Ayt
(4)}; Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 2? p_\)’“t (5)‘}* susunda can | ¢ .uasaz'm Badan
Kehakiman (Pasal 24 Ayat (2)}; syarat menjadi dan diberhentikan s'cbdgzu hakim (Pasg]
25); syarat-syarat kewargancgaraan (Pasal 26); kemerdekaan berserikat, berkumpul' dan
mengeluarkan pikiran dan sebagainya (Pasal 28); syarat-syarat pembelaan negara (Pasa)

30) dan sistem pengajaran (pendidikan) nasional {Pasal 31 Ayat (2)].

Dengan ditentukannya materi muatan undang-undang tersebut di ata.s, tidak beray
hanya ada 16 undang-undang. Untuk suatu masalah .tcrtentu- mung‘km dibuat beberap,
undang-undang. Misalnya di bidang kekuasaan kehakiman, di sampm.g Undang-Undap .
tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dibuat pula berbagai Undang-Undyp 8
Lingkungan Badan Peradilan, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang

Hukum Acara.”?

B. Instruksi_l’rcsiden Nomor 15 Tahun 1970

Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970 mengatur tentang Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan Undang-undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Dajam
Inpres tersebut ditegaskan bahwa masing-masing departemen dan lembaga pemerintah
non-departemen (LPND) dapat mengajukan prakarsa penyusunan suatu RUU/RPP untuk
bidang atau sektor yang menjadi lingkungan tugasnya.

Secara garis besar, tahap perancangan peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam
dua tahap utama, Tahap pertama adalah penyusunan naskah akademik dan tahap kedua
tahap perancangan. Persiapan tahap perencanaan dan penyelesaian proses pembuatan RUU
dalam bentuk naskah rancangan akademis {(academic draft) dilaksanakan oleh Departemen
Kehakiman cq BPHN, dengan dibantu oleh departemen-departemen/LPND yang
bersangkutan.”

Dalam praktik, terdapat berbagai pandangan mengenai naskah akademik. Ada
pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan antara naskah akademik dengan naskah
rancangan. Kedua-duanya telah tersusun dalam sistematika, bab-bab, pasal-pasal, ayat-

:Z Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesta, Jakarta,Ind-Hilco, 1992, hlm. 38,
Moh. Hasan Wargakusumah, “Proses Penyusunan Naskah Akademis Dikaitkan dengan Inpres No.
13 Tahun 1970, Mujulaly Hikwn BPHN, No, 2/1994, him, 95.
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a pembuatnya, yaity rancangan peraturan
alau pejabat ya
ng berwenang dalam
crancangan atau pembuatan peraturan perundang-undangan sedangkan naskah akademi
i . e =dll, Sedangk asxah akademik
disiapkan oleh mereka yang tidak memiliki kewenangan formal menyiapkan atau membuat
\ ) ; apx ua
pcralﬂf““ pcrundang undangan, misalnya oleh ahli dar unisversitas atau badan-badan
semerintah, seperti kantor Konsultan,

vat dan seterusnyi. Perbedaan hanya terletak pad

,L.,.undunz:-“"““"!l““ disiapkan oleh instansi
} ;

nonj

Berdasarkan Inl?rcs Nomor 15 Tahun 1970 ini, dilihat dar sudut pengorganisasian
pada saat ini ada tiga forum di kalangan pemerintah yang bcrperanybe;ar dalam
menyelesaikan masalah RUU. Tiga forum itu adalah: (1) biro-biro hukum yang berwenang

nwﬂ)'iﬂl’k““, (2) Departemen Kehakiman, (3) Sekretariat Negara (Sekneg)/Sekretariat
Kabinet (Sekkab). ;

c. Tata Tertib DPR-RI

Tata Tertib (Tatib) DPR-RI yang sekarang berlaku adalah Lampiran Keputusan Dewan
perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 10/DPR-RUIII/82-83, tanggal 26 Pebruari 1983.
Khusus mengenai pembentukan undang-undang diatur dalam BAB XIII Pasal 122 sampai
dengan Pasal 136.Dalam Pasal 122 Ayat (2) ditetapkan bahwa rancangan undang-undang
dapat berasal dari pemerintah (berdasarkan Inpres Nomor 15 Tahun 1970) atazl berup;
asul inisiatif dari DPR-RL

Ketentuan prosedural dalam pembahasan RUU di DPR-RI diatur dalam Pasal 125
Ayat (1) yang menetapkan: “Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui
empat tingkat pembicaraan, kecuali apabila badan musyawarah menentukan pembahasan
dengan prosedur singkat”. Yang dimaksudkan dengan prosedur singkat (short cut) adalah
pembahasan RUU tanpa melalui empat tahap dan biasanya tidak melalui tahap kedua.
Contoh terakhir pembahasan dengan jalur short cut ini adalah Pembahasan RUU tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari pada tahun 1995 yang lalu.”

Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 Ayat (1) adalah:
(a) Tingkat I dalam Rapat Paripurna, (b) Tingkat II dalam Rapat Paripurna, (c) Tingkat
Il dalam Rapat Komisi, (d) Tingkat IV dalam Rapat Paripurna.

Pembicaraan Tingkat I diisi dengan acara keterangan atau penjelasan Pemerintah
terhadap RUU yang berasal dari Pemerintah atau keterangan oleh Pimpinan Komisi,
Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR terhadap

—_—

1 .
d Bagir Manan, Op.Cit., him.18.

* Data diperoleh dari Jurnal Pelaksanaan Pembahasan RUU ole
Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1996.

h DPR Periode 1992-1997, Jakarta,
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m prakuik penjelasarn Pemerintah disampaikan oleh mengey Yang

jan kKhusus untuk RUU APBN selalu disampuikan oleh Menteri Kevangan, Darj
whait dan kKhusu! ' i H akili

terkait dan & - wa terlihat bahwa terdapat igd kemungkinan yang .IT?CW:lkllll DPR dalap,
ntuan i Jug tosan RUU ustl inisiatif, yaitu Pimpinan Komisi, Pimpinan

T 16
an Pimpinan Panitia Khusus.

RUU usul misiatifs Dala

kete
memberikan penje |
Rapat Gabungan Komisi d | |
pembicaraan Tingkat IL, dalam hal RL.JU berasal dari Pemerintah adalah acary
andangan umum masing-masing fraksi terhadap RUU Pcserta Keterangan tag
pemand nﬂgl; erintah yang dilanjutkan dengan jawaban Pemerintah atas pembandangy,
em fraksi. Sebaliknya untuk RUU Usu] Inisiatif, maka Yang
pihak Pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan

penjelasan .
umum Masing-masing
memberikan pemandangan umum adalah .
jawaban DPR terhadap pemandangan umum Pemerintah.

pembicaraan Tingkat 11T, ialah pembahasan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komjg;

atau Rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah,

Pembicaraan Tingkat IV adalah tahap pengambilan kepfltusan. yang Fiidahului oleh
laporan hasil pembicaraan Tingkat III dan pendap.atl flkh;r.darr fraksi-fraksi, Padq
kesempatan ini, apa bila dipandang perlu dapat pula dlslertaf dengan catatan tentang
pendirian fraksi. Dalam pembicaraan Tingkat IV juga.dlberlkan kesempatan kepada
Pemerintah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebuy.

IV. ASPEK NILAI DAN KEPENTINGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG . o -

Aliran Filsafat Hukum Mashab Sejarah yang dipelopori Von Savigny maupun aliran
Sociological Jurisprudence yang telah sepintas dijelaskan; sama-sama berkey_akinan bahwa
volksgeist atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan hakikat hukum dalam
arti yang sebenarnya. Persoalannya adalah nilai yang bagaimana dan kepentingan siapa
yang dapat dirumuskan sebagai hukum merupakan persoalan praktis yang sulit
dilaksanakan. Northrop, sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusuma-Atmadja berpendapat
bahwa dalam situasi konkrit, jalan praktis yang perlu ditempuh adalah: “... the best
solution is that which shows the greatest sensitivity to all factors in the problematic
situation.”'" Kepentingan kelompok dan konflik nilai merupakan sisi sosiologis yang
dominan dalam proses perbentukan undang-undang. Rumusan pasal-pasal dalam suatu
undang-undang akan mencerminkan berbagai kepentingan kelompok dan nilai-nilai yang
ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai dan kepentingan mempunyai pengaruh yang

' Komposisi Pimpinan dalam setiap Komisi selaly mewakili empat fraksi yang ada dan yang

. membacakan keterangan DPR adalah unsur pimpinan yang bertugas sebagai pemimpin sidang.
C Mochtar Kusumaatmadia, Op, Cir., him, 5. '
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pesar dataim mc'ugmnbil keputusan lFT]lElEJUp Fumusan akhir suatu ketentuan dalam undang-
ﬁndmlg- Sedikitnya ada empat teori sosiologi yang bersumber pada nilai dan kepentingan
Lelompok dalam proses perumusan sual.u peraturan perundang-undangan. Keempat teori
(erscbuts masing-masing dUﬂllCC'“ berkmt-an dengan aspek nilai dan dua berkaitan dengan
gepentingan kelompflk. TCOfl'yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat adalah
Teori Konflik (Conflict Theories) dan Teori Konsensus (Consensus Theories). Adapun teori
yang berkaitan deng'an @asalah kepentingan masyarakat adalah Teor; Pluralis (Pluralist
Theories) dan Teori Elit Penguasa (Power Elite Theories), * Keempat teori di atas,
kemudian dikembangkan lagi menjadi enam teori gabungan, sehingga secara sosiologis

terdapat sepuluh teori sosiologi yang berpengaruh dalam pembentukan undang-undang,
qepcrli yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Types of theoretical orientations to the evolution (or non evolution) and
social context of legislation

'-—.—-_.--__._— '

Types of Power Elite Pluralist Consensus Conflict
gociological Theqnes ‘ . Theories Theories Theories
Theories

Conflict Mixed Type Mixed Type | Mixed Type | Pure Type
Theories (1) (4 (6) (1)
Consensus Mixed Type Mixed Type Pure Type -

Theories (2) (5) 2y

Pluralist Mixed Type ' Pure Type

Theories (3) -(3)

Power Pure Type

Elite O

Theories

Untuk pembahasan Iselanjutnya, empat teori pokok saja yang akan dijelaskan, yaitu Teori
Elit Penguasa, Teori Pluralis, Teori Konsensus, dan Teon Konflik.

Teori Elit Penguasa dan Teoeri Pluralis merupakan dua teori yang saling berlawanan
orientasinya. Teori Elit Penguasa menformulasikan dan memperjuangkan agar
kepentingan-kepentingan kelompok elit penguasa terlindungi dalam suatu undang-undang.
Jadi tujuannya adalah untuk mempcrjuangkan kepentingan kelompok elit tertentu dan

" Roman Tomasic, Op. Cit., him, 127.

61



ERA HUKUM No. 10/Th. 3/ 1996

m dari kelompok-kelompok lainnya. Sebaliknya, Teori Pypy.

kuan terhadap keunekaragaman kepentingan dalam sualls
akuan tersebut adalah balwa dalam merumuskan peraturau
g) selalu berusaha agar undang-undang yang dibcntuI]:
rbagai kepentingan kelompok yang beraneka ragam

menyingkirkan kepenting?
berorientasi pada penga
kat, Implikasi dari peng
angan (undang-undan
ri perumusan be

masyara
perundang-und
merupakan hasil da
dalam masyarakat.”

nsensus melihat tujuan dari hukum (undang-undang) yang dirumuskan Untuk
_sistem nilai yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sebalikny,
Teori Konflik melihat peranan hukum sebagai sarana kontrol sosial dengan membatas;
posisi dari suatu sistem nilai tertentu sehingga nilai-nilai tersebut tidak dapat berpengapy,
dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai dari sistem masyarakat yap
dikesampingkan (atau dikorbankan) tidak tertampung dalam rumusan peraturan pemndang%

undangan yang ada.
Berdasarkan rumusan singkat mengenai Teori Konflik di atas, maka asumsi-asums;
. . 1
nasalah hukum berdasarkan Teori Konflik ini, bahwa
bahan-perubahan sosial, konflik-konflik

Teori Ko
mengakomodasikan sistem

dasar bagi pemahaman masalah-1
setiap masyarakat senantiasa mengalami peru
sosial, paksaan-paksaan oleh sejumlah anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat

yang lain. Penyebab konflik adalah ketidaksamarataan sosial. Dalam hal ini, Mulyana w

Kusumah berpendapat, bahwa hukum seringkali digunakan untuk keuntungan golongan

yang berkuasa.”

Banyak faktor yang menjadi sebab-sebab konflik, antara lain adalah kepentinga
ekonomi. Kasus yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, seperti yang ditemukan (ﬁ ]r11
William J. Chambliss dalam salah satu studinya (1974) membuktikan betapa konﬂ'i
konflik dalam kepentingan ekonomi ikut melibatkan diri dalam pfoses pembuatan atur:m-

aturan hukum pidana.

Chambliss mengambil contoh yang terjadi dalam proses pembahasan RUU
Pencegahan dan Pengawasan Obat Bius di Amerika Serikat. Dari studinya ditemuka
bahwa para anggota legislatif tidak mau menandatangani suatu RUU yang berlawa “
E:Iecrilgan. k.e[?entingan-kepentingan industri farmasi meskipun dihadﬁpkan pada bukti ba;\:z
Ibniu:s:a';[::?:ii:;gbiiuzfiu};ny: harus bertanggung jawab atas penyebaran obat-obat

B : leh kuatnya orang-orang yang berkepentingan dengan in P
f;;mcz;slam:?perjuangkan.kepcntingannya melalui “lobying-lobyingg” seh'igncrga 3:?;

pengaru l.rumusan akhir dalam UU tersebut. Akhirnya yang memperoleh ;enekanan

" Ibid., him. 28
0 .
Satjipto, Rahardjo, Op. Clt,, him, 16,
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Jalam RUU itu adalah heroin, mariyuana dan LSD, yang tidak merupakan bagian dari
.qem kenntungan perusahaan-perusahaan farmpg; 2 '
Sb

perdasarkan penelitiannya ini Chambliss Sampai kepada kesimpulan bahwa:
Legistation arises 1o further the interest of one 870UD or unother, against other insterest
eronps and, sometimes, the tire society, In order 15 tdenrstand how the legislature becomes

2 weapoit in the inter-group and class struggles of a trolling the processes of the legislature
and of the elections through wich legislators gre recruited.
processes themselves make the influ

: 22
casier or more difficult.

The normsgoverning these
ence of legislation by one interest group or another

v, IMPLIKASI ASPEK SOSIOLOGIS D

ALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG DI INDONESIA .

Setelah membahas tentang ketentuan normatif tentang proses pembentukan undang-

undang, baik ketentuan dalam UUD 1945, Inpres Nomor 15 Tahun 1970 dan Tatib DPR,

maupun berdasarkan pemahaman tentang teori nilaj dan kepentingan dalam proses

pembuatan undang-undang, maka selanjutnya pembahasan ini akan difokuskan pada
permasalahan implikasinya,l yaitu pada tingkat mana dan bagaimana konsep-konsep
sosiologi yang telah diuraikan berpengaruh dalam pembentukan undang-undang di
Tndonesia.

Dalam proses yang panjang, mulai dari penentuan bidang-bidang sampai pada
pembicaraan tingkat TV, yaitu keputusan akhir terhadap rumusan suatu undang-undang,
penulis melihat tiga tahap yang padat dengan bénturan kepentingan. Ketiga tahap tersebut
adalah: (1) pada tingkat penentuan bidang-bidang hukum yang harus diatur secara nasional;

(2) pada tahap perumusan RUU oleh Pemerintah; dan ketiga: pada tahap pembahasan RUU
di DPR-RI. :

A. Tahap Penentuan Pehgaturan Bidang-bildalig |

Struktur sosial yang ditandai dengan keanekaragaman suku, adat istiadat dan agama
memberikan corak pluralistis pada nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pilihan
terhadap nilai dan kepentingan kelompok mana yang dapat diformulasikan dalam svatu
undang-undang merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Dalam kondisi yang pluralistis
inj, benturan nilai dan kepentingan sangat potensial untuk muncul ke permukaan dalam
pembentukan UU., Untuk menghadapi benturan ini, barangkali bidang-bidang hukum yang

2 Bbid, hal, 17

Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum datam Rangkﬁ Pembangunan Nasional, Bandung:
Binacipta, 1986, hlm. 5.
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hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat {hrcnc;m;,k;m
at hubunganiyz :

lebil hati-hati Bidang-bidang hukum yang termasuk di dalamny, adalyp
s eM atr=nath ' ‘” ’ e Ea :

awinan dan perceraian serta hukum waris, Sebaliknyy bidan,
L L L

sangat ¢r
dan diprose \

am kekeluargaan, pers i

um kekeluarga an d ealon er e '
huk lain seperti hukum perjanjian, perseroan dan hukum di bidang ko .
idang lamn 8¢ | | ai ' |
bidang ang potensial untuk menimbulkan benturan. Bahkan, dalam k“"'“S-kaSuq

va kur . S .
umumn) . model-model asing pun dapat diterima dan tidak menimbulk,,

fertentu pengguna
konflik.

Dalam kondisi seperti yang ada di 1'1f10'1f55iﬂ"Pilﬂikirﬂll Teori Pl-urla]is barangky:
penting untuk diperhatikan. Konsep “unity in diversity m.erupakam pelml-klran yang dapgy
mcmb;.niu untuk keluar dari benturan-benturan kepentingan dan nilai yang beranek,

ragam.

Dalam kasus-kasus tertentu, Pemerintah cenderung 'dipengaruhi oleh Teori Ejj
Penguasa, terutama dalam melakukan perubahan atau pe.rbmkan terhadap beberapa paket
undang-undang di bidang politik. Ada perbedaan kepentingan antara Pemerintah dengan
beberapa kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan terhadap UU Pemilu, Uy
Subversi, namun sampai saat ini bidang-bidang tersebut oleh Pemerintah tetap dianggap
scbagai bidang yang tidak termasuk dalam prioritas untuk melakukan perubahan.

Kasus aktual lain yang menunjukan adanya benturan kepentingan, apakah suaty
peraturan itu perlu diperbarui atau tidak adalah dalam kasus usulan dari beberapa fraks;
di DPR, terutama F-PP dan F-PDI untuk melakukan perubahan terhadap Tata Tertib DPR,
Namun, usul tersebut belum terlaksana, karena F-KP sebagai fraksi mayoritas belum
mendukung usul perubahan tersebut. Dalam kasus ini terlihat adanya pengaruh pemikiran
Teori Konflik, yang menekankan fungsi kontrol sosial dengan membatasi posisi dari suaty
sistem nilai tertentu, sehingga nilai-nilai atau kepentingan yang diperjuangkan oleh F-
PP dan FPDI tidak berpengaruh dalam mekanisme aktivitas DPR,

Secara empiris, kesulitan umum yang dihadapi dalam langkah awal pembaruan hukum
adalah: (1) kesukaran menentukan tujuan dari perkembangan hukum itu sendiri: (2)
keterbatasan data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif

dan prediktif; dan (3) kesukaran mengadakan ukuran yang obyektif untuk mengukur
berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum.?

B. Tahap Penyusunan RUU oleh Pemerintah

-Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 mengatur mengenai kewenangan masing-
masing Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) untuk

" Bagir Manan, Op. Cit,, him, 4,
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sengajukan prakarsa penynsunan snay, RUU/RPP
| v

sesuat dengan bidang atau sektor yang
genjadi Hngkungan tugasnya,
I

persoalan atan benturan kcpcntingnn ak
pcnmdnng-undungnn nasional, sehingga m
kepentingan departemennya. Pada saqq inj perencanaan perundang-
sudah dilembagakan dalam bentuk Program Legislasi N asional (
pidang yang sudah dimasukkan dalam Prolegnas bisa saja tidak muncul di DPR.
Sebaliknya, RUU yang belum direncangkan Justru mendapat prioritas untuk diajukan ke

nPR-RI. Tugas untuk mengharmonisasikan atay melakukan “konsensys” antar departemen
merupakan suatu pendekatan sosiologis

RUU. Harmonisasi atau konsensuys jnj dimaksudkan |,

4N timbul apabila tidak ada perencanaan
asing-masing departemen lebih mengutamakan
undangan nasional
Prolegnas), namun bidang-

Bagir Manan berpendapat, bahwa kelemahan y
kepentingan dalam Instruksi Presiden Nomor (5

pencgasan. mengenai batas-batas kewenangan an
penyusunan RUU atau RPp

ang menjadi peluang adanya benturan
Tahun 1970 ini adalah tidak adanya
tara lembaga yang turut serta dalam

C. Tahap Pembahasan RUU di DPR

Dalam setiap pengajuan usul perubahan terhadap RUU, mekanisme yang baku
berdasarkan Tata Tertib DPR adalah melalui fraksi masing-masing. Oleh karena itu, pada
setiap tahap, mulai dari tahap pettama dalam memberikan pemandangan umum terhadap
svatu RUU, selalu dilakukan melaly; fraksi, Demikian pun dalam tahap akhir pada saat
memberikan pandangan akhir fraksi,

Seperti yang telah dipahami, pembahasan RUU di DPR pada dasarnya melibatkan
dua pihak, yaitu pihak Pemerintah dan DPR, Pjhak DPR dapat dikelompokkan lagi ke
dalam empat fraksi, yaitu Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fruksi Parta

———

* Harian Umum Republika, 12 Maret 1996

5 Ridwan Said;, dalam: Moh, Busyro Mugoddas, et. al. ed., Politik Pembangunan Hukum Nasional,
Yogyakarta: UII Press, 1992, him. 160. '
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anan dan Fraksi Partai Dcmukru?i Indonesiit. Dengan demikig
Kemungkinan benturan kepentingan dapat terjadi :minr:j ]Im;.kl.ll()l'n pok' T(cpcntlngan, Yﬁilu:
() Pemerintal yang ingin mempertahankan RU'U yan'g iajukannya; (2) Fraksi Kary,
pembangunan (F-KP) (3) Fraksi ABRL; (4) Fraksi Partai Persatuan (F-PP); dan (5) Fraks;
Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI).

Pada dasarnya, sccara filosofis bangsa Indonesia lebih dijiwai pemikiran Teori
Konscnsus, Dengan demikian rumusan akhir suatu ketentuan merupakan perpaduan day;
berbagai kepentingan yang terwakili di DPR. Namun, secara struktural dan l‘]"lelihﬂ[ kondisj
masyarakat Indonesia, benturan kepentingan merupakan hal yang potensial .terjadi.

Peryatuian Pembrang

Ridwan Saidi, dalam tulisannya “politik Pembangunan Hukum Nasionqp
menggunakan istilah kelompok sosial politik terhadap lima l.celom.pok kt?pentingan di atag,
Menurutnya, baik secard yuridis formal, maupun secara filosofis, ketiga orsospol serty
Fraksi ABRI dan Pemerintah tidak memiliki perbedaan nilai dan kepentingan yang
mencolok karena ketiganya sudah satu‘asas. Kelima kelompok sosial politik tersebut telah
menjauhkan'diri dari ideology oriented dan bertekad untuk programme oriented s
Perbedaan ketiga orsospol sering terungkap dalam programnya. Kerangka dasar program
mereka masing-masing memiliki aksentuasi, yaitu PPP bergerak di bidang spiritual tanpa
mengabaikan masalah materiil, PDI bergerak di bidang materiil tanpa mengabaikan
masalah spiritual, sedangkan Golkar memperlakukan hal-hal spiritual dan materiil sama

pentingnya, namun rincian program ketiga orsospol tidak mencerminkan secara semestinya

perbedaan aksentuasi tersebut.”

Kasus pembahasan RUU Peradilan Anak yang sekarang dalam pembahasan di DPR
dapat diangkat sebagai contoh mengenai sikap Fraksi yang memperjuangkan nilai dan
kepentingan masa pendukung partainya. Dalam pemandangan umum RUU Peradilan Anak,
F-PP banyak mempersoalkan pasal-pasal yang bersinggungan dengan akidah Islam, seperti
konsep pengangkatan anak dan perwalian. F-PP berpendapat bahwa dalam melanjutkan
kenyataan yang terdapat dalam masyarakat, hukum adat mengenai pengangkatan anak
hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama.”

Bagi F-PP, yang mewakili aspirasi golongan umat Tslam, masalah pengangkatan anak
(sering juga disebut adopsi), dinilai sangat sensitif. Pemandangan umum F-PP juga
didukung oleh beberapa pakar, antara lain Yusril Isha Mahendra (Ketua Jurusan Hukum
Tata Negara UI), yang berpendapat bahwa pengangkatan anak merupakan masalah yang
peka karena hukum Islam sama sekali tidak mengenal péngangkatan anak jika hal itu

% Ihid. |
2 Dikutip dari Naskah Pemandangan Umum F-PP terhadap RUU Peradilan Anak, Sekretariat Jenderal
DER-RI, Jakarta, 1996, hal, 9
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I ikan hubungan hukum amara angk Yan
il *

4 diﬂngka[ deﬂﬂ
aJi terputus sama sekali,

an orang tua kandungnya
menj

Sebagai perbandingan dengan pendapat darj fraks; yang lain, F-
pcngﬂngkam“ anak Eiengan mengajukan rupm
kepada Pemerintah™¥

KP menyoroti masalah
Usan yang sifatnya “meminta penjelasan

-PP cenderung memperlihatkan sikap
PDI cenderung menolak

Sebagai penutup dalam tulisan ini, heberapa hal yang
bahwa nilai-nilat yang hidup dalam masyarakg merupak
“hidup tidaknya” suatu undang—undang yang

dapat digarisbawahi adalah: (1)
an basis sosial yang menentukan

dibentuk: (2) anggota DPR dan aparat
pemerintah yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang secara langung, perlu

memahami nilai dan kepentingan Yang ada dalam masyaraka agar nilai yang ada dalam
masyarakat dapat tertampung dalam suaty undang-undang
benturan kepentingan kelompok masyarakat dalam setiap pembentykan undang-undang;
(3) keanekaragaman suku, budaya dan agama, struknur dan

status sosial di Indonesia sangat
potensial untuk terjadinya benturan njla; dan kepentingan dalam pembentukan undang-

undang, baik antara Pemerintah dengan DPR.R], maupun antar fraksi di DPR-RI sesyaj
dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya; (4) tulisan in; tetap dilandasi pemikiran
bahwa secara filosofis, dalam praktik ketatanegaraan, bangsa Indonesia sangat menjunjung

dan sekaligus dapat mengatasi

=]
tinggi asas musyawarah untuk mufakat sejalan dengan pemikiran dalam Tegr Pluralis
dan Teori Konsensus.

™ Harian Umum Republika, 12 Maret 1996 - o Ana

» Dapat dibaca dalam: Naskah Pemandangan Umum F-KP terhadap RUU tentang Peradilan An ,
Sekretariat Jenderal DPR-RI, hal.10.

¥ Ridwan Saidi, Loc. Cit, him. 161,
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